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SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI KEDIRI,

bahwa dalam rangka melindungi keépgamh masyarakat pemakai jasa
angkutan umum perlu dilakukan pengendalian dan geagan terhadap
angkutan dengan kendaraan umum melalui pemberiatragek;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 281iT2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka PeraturaaraBaKabupaten
Kediri Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Izimaylek (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 4/B Bgperlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dichpksla huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentatglisi Izin Trayek;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Didsgara Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangnbBetukan Daerah—
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaufTisebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahurb 1(@&mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Hetakan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nai26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) gabeana beberapa
kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang bdlod? Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NdB®p Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laluakirdan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun9 2R@mor 96),
tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia N&®25);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajekabadan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui® 200mor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoGw®)5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemka&amtPeraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Is@orieahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentangkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nds®o Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentangaRma dan Lalu
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republilomedia Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik lesiarNomor 3529);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentangdataan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Td993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No5@0)3
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuwb 200mor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&ic)4
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnfan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan jaerabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahamtaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentats CTara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak DaermalRdaibusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 NMad®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 20@8tamng
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan denganafaaa Umum;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@®fang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahhdidreyan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tal@f02entang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kaiap Kediri
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 NdlfarSeri D);



16.

17.

3
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 TahuwB2@éntang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah patien Kediri Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatdimni Kmor 41);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahui®82@entang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lesanb2eerah Kabupaten
Kediri Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Dadfabupaten
Kediri Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IMITRAYEK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupateniKedir

Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertariidang Retribusi Daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakuksaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komandgerseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan UsahdikMDaerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, fitkkoagsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasaganisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainriganbaga, dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dantbkrusaha tetap.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pedaymsa angkutan orang
dengan mobil bus atau mobil penumpang yang memp@asgh dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetapun tidak berjadwal.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau bararg shtu tempat

ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Rusnd.intas Jalan.
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Izin Trayek adalah izin kepada orang pribadi ataddh untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atzerapa trayek
tertentu.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraag g@unakan untuk
angkutan barang dan/atau orang dengan dipungutdraya

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermoigkusen orang yang
memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) oraregmtasuk pengemudi
atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga fitna ratus) kilogram.

Mobil Bus adalah kendaran bermotor angkutan oragy ymemiliki tempat
duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk urgakgemudi atau yang
beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratugdgram.

Penumpang adalah orang yang berada di kendaraain pelngemudi dan
awak kendaraan.

Retribusi 1zin Trayek yang selanjutnya disebutibesi adalah pembayaran
atas pemberian izin trayek kepada orang pribadu d@dan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum g@dabeberapa
trayek tertentu dalam Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atiesgiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepaahg pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengatpengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, saggymaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitasntiertguna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan walapenghimpunan data
obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnyabusir yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajibtrilieei serta
pengawasan penyetorannya

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uangldgang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penenndaerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badangyarenurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk metak pembayaran
retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertematugymerupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan lEmyek.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutigiagkat SKRD adalah
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besgunyah pokok retribusi

yang terutang.
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20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, ysglgnjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang mehkam jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kreelitibusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusdgé terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atanksaadministrasi berupa
bunga dan/atau denda.

22. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya kdiselnsentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai pegagraratas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghigigummengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan sedgektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mekgpgtuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan keden peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

24. Penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi daeetalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negdg8ipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari sertmgunmpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana digd retribusi daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribsistiap pemberian izin

trayek kepada orang pribadi atau badan untuk meseaa pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayehttert

Pasal 3
Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izeyék untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada satu dbavape trayek tertentu,
meliputi :
a. angkutan dalam trayek;
b. angkutan tidak dalam trayek;
c. angkutan yang menyimpang dari trayeknya (Izin iestd).

Pasal 4
Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribaduéadan yang memperoleh
izin trayek.



BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retrildesiizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlalyang diberikan dan jenis
angkutan penumpang umum.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur damrya tarif retribusi izin
trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagjiau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin trayek.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebvga dimaksud pada
ayat (1) meliputi biaya dokumen penerbitan izinngmvasan, penegakan
hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatpetaberian izin.

Pasal 8
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 @ijgtahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksuda maat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembaegekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pgdt (2) ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9
(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarjanis angkutan
penumpang umum dan kapasitas tempat duduk.



7

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaendimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

NO JENIS KAPASITAS TARIF
PELAYANAN TEMPAT DUDUK PER 5 TAHUN
1 2 3 4
Angkutan dalam Sampai dengan 8 orang Rp. 210.000,-
trayek 9 sampai dengan 15 orang Rp. 240.000,-

16 sampai dengan 25 orang Rp. 300.000,-
Lebih dari 25 orang Rp. 660.000,-

2 | Angkutan tidak dalam| 9 sampai dengan 15 orang Rp. 240.000,-

trayek 16 sampai dengan 25 orang Rp. 300.000,-
Lebih dari 25 orang Rp. 660.000,-
3 | Angkutan yang 9 sampai dengan 15 orangl Rp. 15.000,-
menyimpang dari 16 sampai dengan 25 orang Rp. 20.000,-
trayeknya (Izin Lebih dari 25 orang Rp. 20.000,-
insidentil)
BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, ANGSURAN PEMBAYARAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 11
(1) Penentuan pembayaran retribusi terutang sekalipagar secara tunai.
(2) Pembayaran retribusi yang terutang untuk angkutaland trayek dan
angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksladnd@asal 8 ayat (2)
dapat diangsur sebanyak 10 (sepuluh) kali yangydifsan setiap 6 (enam)

bulan sekali.

Pasal 12
Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayaai@on di tempat lain yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.



BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang lgemér(enam) bulan.

Pasal 14
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkiRB.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
(2) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimadesialayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB Xl
PENAGIHAN

Pasal 16
(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan sagatran.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimakadd pyat (1) dengan

menggunakan STRD.

BAB XIlI
KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanymda Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanésia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdimga 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajgtribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapatmlipe karena keadaan di
luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimalksial gyat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atlwdsaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayabusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.



Pasal 18

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6n@rmulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusas kéberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kedoerat

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatak memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa kel@rgang diajukan harus
diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat bereperima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnybuReyang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(ayaelah lewat dan
Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, kebergang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian amwubnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambddalan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (elaspbulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat Hiturdj sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XllI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retiiliespat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 n@nbulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pganda Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memideiaitusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(@yaelah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputugEmmohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabultan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lanfaatu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribuainhya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada @yatlangsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utBegribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sehagai dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lamddfa) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.
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Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retriblskudan setelah lewat
2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalargdwsebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran ilalelpembayaran
Retribusi.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadiakedarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak seattangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidash bidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dirdaksda ayat (1)
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retriblsiik langsung

maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanakiod pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tainggerimanya Surat
Teguran tersebut.
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaidianaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan #asmnya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melugasikepada
Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsunggagbana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajpgrmohonan angsuran

atau penundaan pembayaran dan permohonan kebelettiavajib Retribusi.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 22
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagardna hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dikexpus
Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusamdigetribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang suddhluwarsa diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XVI
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 23
Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan amétiguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksan peraturan
perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

@)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(@)

3)

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atauasgtdbkumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubunigggan obyek
Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atangam yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamoaemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemaiksRetribusi diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keangdan pembebasan
Retribusi.
Pemberian pengurangan dan keringanan sebagainraa&siid pada ayat (1)
diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud padél ag#terikan dengan
melihat fungsi obyek Retribusi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, kanag dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didémgan Peraturan
Kepala Daerah.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25
Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi Trayek dapat diberi
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayatitétapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebaga dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 26
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunGamerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukaryigikan tindak
pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksuahdd@ndang-Undang
Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yaimngkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peratutamdgeg-undangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyatiélah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti &agan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribgar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan eveigorang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang diakskhubungan
dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dirilegau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkemmgan tindak
pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan gerkbukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan taamyterhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang ggatkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlgndannmemeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibaw

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak@igetribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dperidsa sebagai
tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgranyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketenpeaaturan perundang-
undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyaalapPenuntut Umum

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republikdnédsia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukumrag®Ba&lana.
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BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat padbhktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupaausabesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang yangktidéau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribasrah.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiba@nsghingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling Baiftiga) bulan atau
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribyang terutang yang tidak
atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §lgragelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaka&nimaan negara.

BAB XXIlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, roekag atau badan yang telah
menggunakan/menikmati pelayanan Izin Trayek tetagaku sepanjang Izin

Trayek tersebut belum habis masa berlakunya.

BAB XXl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rRakaturan Daerah Kabupaten
Kediri Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Iziraylek (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 4/B Seri B) digatlan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 31
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjogale Peraturan Kepala

Daerah.
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Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymetammgan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramab#&abupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

SUPOYO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

UM UM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 260@ng Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan d&pextdn Asli Daerah, maka perlu
mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang peatandretribusi Penyeberangan di Atas
Air yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabup&tediri Nomor 20 Tahun 2001

tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kalben Kediri Tahun 2001 Nomor 4/B

Seri B).

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas



Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas



Pasal 32
Cukup jelas
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